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BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 13 TAHUN  2016 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGUATAN IDENTITAS DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Penguatan Identitas Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan 
Identitas Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Tengah;   

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2014   tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4532); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4790); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah;  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong 
Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
705); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1968 
tentang Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo;  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1968 
tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo;  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 
Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 
Nomor 6 Seri D Nomor 3);  
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  9 Tahun 2010 
tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
178); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Penguatan Identitas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 216); 

                 MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 9 
TAHUN 2014 TENTANG PENGUATAN IDENTITAS DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom.  

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

5. Identitas adalah ciri, tanda, atau jatidiri yang melekat pada 
Daerah sehingga membedakan dengan daerah lain.  

6. Masyarakat adalah setiap orang baik pendatang maupun 
bukan pendatang  yang  tinggal  di Kabupaten Sukoharjo.  

7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi.  

8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya yang berada di atas dan/atau di 
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau 
tempat tinggal, kegiatan keagamaan,  kegiatan usaha, 
kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.  
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9. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk 
kepentingan umum.  

10. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh 
Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.  

11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menentukan tersangkanya.  

12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.  

13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu 
dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.  

14. Hari adalah hari kerja. 
 

BAB II 
PENGGUNAAN IDENTITAS DAERAH 

Pasal 2 

(1) Penggunaan Nama Daerah, Lambang Daerah dan/atau 
Semboyan Daerah pada bangunan gedung, fasiltas  umum, 
fasilitas sosial dan fasilitas kegiatan usaha  ditempatkan pada 
bagian depan, halaman muka atau di tempat yang mudah 
dilihat/strategis. 

(2) Pencantuman Nama Daerah, Lambang Daerah dan/atau 
Semboyan Daerah pada bangunan gedung, fasiltas  umum, 
fasilitas sosial dan fasilitas kegiatan usaha menggunakan 
jenis dan ukuran huruf dengan memperhatikan aspek 
estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 3 

Setiap produk asli daerah dalam kemasan wajib 
mencantumkan/memuat/menempatkan nama daerah, lambang 
daerah dan/atau semboyan daerah dengan memperhatikan 
aspek estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 4 

Aspek estetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 
Pasal 3 meliputi: 

a. keindahan; 

b. kepatutan; dan 

c. mudah dipahami.  
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

Pasal 5  

(1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap penguatan identitas Daerah. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi. 

(3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi 
dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.  

 

BAB IV 
TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 6 

(1) Setiap  orang atau badan yang  melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa penghentian sementara kegiatan. 

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dengan cara: 

a. penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, 
terlebih dahulu menandatangani surat pernyataaan 
bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta 
melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) 
hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.  

b. apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat 
pernyataannya, maka akan diberikan:  

1. surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 
(tujuh) hari; 

2. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) 
hari; dan 

3. surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) 
hari. 

c. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat 
teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses 
sesuai peraturan perundang undangan.  
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

 
 

Ditetapkan di Sukoharjo       
pada tanggal 17 Juni 2016                           

BUPATI  SUKOHARJO, 
 
             ttd 
 
WARDOYO WIJAYA 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  17 Juni  2016 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2016 NOMOR 13 
 


